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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut: 

1. Restrukturisasi Organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan 

Daerah Menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah 

Kabupaten Sleman 

Perampingan struktur organisasi perangkat daerah 

Kabupaten Sleman mengacu kepada analisis beban kerja, 

analisis jabatan, peraturan pemerintah dan peraturan dalam 

negeri. Indikator dalam pengelompokan kembali tupoksi Dinas 

Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman yaitu visi misi yang 

jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi 

pendukung secara tegas, efektif dan efesien berdasarkan 

kedudukan dan tupoksi Kabupaten Sleman. 

Fungsi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah 

Kabupaten Sleman memiliki 3 klasifikasi tupoksi yaitu 

Perizinan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi. Pasca 

restrukturisasi menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan 

Daerah Kabupaten Sleman, Kantor Pengendalian Pertanahan 

Daerah Kabupaten Sleman hanya memiliki fungsi monitoring 
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dan evaluasi. Sub unit organisasi Dinas Pengendalian 

Pertanahan Daerah dipindahkan ke Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpatu satu pintu Kab. Sleman. 

Perubahan Struktur ini berdampak kepada kinerja dari 

Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. 

Dampak tersebut adalah semakin maraknya alih fungsi lahan di 

Kabupaten Sleman. Dua kecamatan di Kabupaten yang 

memiliki alih fungsi lahan tertinggi di Kabupaten Sleman 

adalah Kecamatan Gamping dan Kecematan Sleman. Di 

Kecamatan Sleman, terjadi pertambahan bangunan yakni dari 

450 menjadi 841 unit bangunan. Dampak lain adalah 

kekurangan SDM di Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah. 

KPPD Kabupaten Sleman hanya mampu mengawasi 40 desa 

dari 86 desa di Kabupaten Sleman. Dampak lain juga adalah 

sering terjadinya miss komunikasi antar Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah dengan BPMPTT selaku badan yang 

berwenang memberikan izin alih pertanahan terkait pemberian 

perizinan pertanahan di Kabupaten Sleman. 

 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Restrukturisasi Oeganisasi 

Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman 

menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten 

Sleman 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur 

organisasi, sebagai berikut: 

a. Faktor sumber daya manuasia 

Berdasarkan jumlah dan beban kerja Dinas 

Pengendalian Pertanahan Daerah masih kekurangan sekitar 

6 orang pegawai untuk mencukupi kebutuhan pegawai 

dibandingkan beban tugas yang diembannya. Dari saat itu 

yang berjumlah 43 orang pegawai, menurut anjab dan ABK 

dibutuhkan sebanyak 49 orang pegawai atau kekurangan 6 

pegawai. Hal ini menunjukkan adanya patologi organisasi 

berupa overload beban kerja di tubuh Dinas Pengendalian 

Pertanahan Daerah. 

b. Faktor Anggaran 

Faktor anggaran bukan merupakan faktor utama 

pendorong restrukturisasi. Akan tetapi adanya semangat 

pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk mengefektif 

dan mengefesienkan anggaran belanja SKPD. 

Diharapkannya, anggaran ini bisa dialihkan ke keperluan 

lain yang lebih produktif untuk kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Sleman. 

c. Faktor Kehendak Kepala Daerah 

Latar belakang utama dalam proses restrukturisasi 

organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi 
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Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten 

Sleman adalah upaya Pemerintah Daerah untuk 

memperbaiki sistem pelayanan perizinan yang ada. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berupaya untuk 

meningkatkan pelayanan khususnya pelayanan perizinan 

yang ada di Kabupaten Sleman. 

d. Faktor Perubahan Kebijakan dari Pemerintah 

Daerah 

Inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 

untuk melakukan penataan organisasi pada tahun 2014 ini 

juga, didorong oleh Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 

2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan  Terpadu Satu 

Pintu. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran dari hasil 

penelitian yang dilakukan, antara lain: 

1. Dalam proses perumusan kebijakan terutama penataan struktur 

organisasi, Pemerintah Daerah juga harus melibatkan 

masyarakat atau tokoh masyarakat untuk dimintai pendapat 

agar hasil kebijakan pemerintah ini dapat sesuai dan tepat 

sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi 

kebijakan yang berorientasi kepada pelayanan publik. 
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2. Pasca diberlakukannya Perda No 8 Tahun 2014 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah diharapkan Pemerintah 

Kab.Sleman dapat bekerja optimal, efektif, efisien dalam 

melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

3. Walaupun secara administratif Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah diturunkan status kelembagaannya, 

diharapkan restruktursasi organisasi ini dapat memberikan 

dampak positif terhadap kinerja Kantor Pengendalian 

Pertanahan. 

4. Kantor Pengendalian Pertanahan harus bisa memanfaatkan 

fungsi pengawasan penggunaan tanah di Kabupaten Sleman, 

dikarenakan Sleman merupakan daerah resapan air di DIY. 

5. Sleman merupakan daerah resapan air di DIY. 
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